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MTBS adalah sistem untuk menangani balita sakit secara terpadu yang dilaksanakan di 
Puskesmas  Kota Makassar namun dalam perjalanannya belum dapat mencapai tujuannya sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan MTBS melalui pendekatan sistem. Penelitian 
ini menggunakan rancangan mixed methodology. Populasinya adalah seluruh puskesmas yang 
menerapkan MTBS dalam wilayah Kota Makassar yang berjumlah 18 puskesmas . Sampel penelitian 
kuantitatif sebanyak 18 puskesmas menjadi unit analisis dengan menggunakan kuesioner dan sampel 
kualitatif sebanyak 4 informan dan 3 informan kunci dengan wawancara mendalam. Cara pengambilan 
sampel kuantitatif dengan metode exhaustive sampling dan sampel kualitatif dengan metode purposive 
sampling. Analisis data untuk kuantitatif menggunakan analisis univariat dan data kualitatif dengan 
menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian dengan analisis univariat menunjukkan 
gambaran komponen input, proses dan output yang sesuai dengan standar masih kurang masing-
masing sebesar 16,7%. Aspek input menunjukkan hasil yang belum baik dilihat dari ketersediaan 
SDM, sarana dan dana yang belum diprioritaskan oleh puskesmas. Aspek proses belum sesuai dengan 
pedoman MTBS yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Aspek output belum memenuhi 
kriteria menggunakan MTBS pada minimal 60% dari jumlah kunjungan balita sakit di puskesmas. 
Dari 18 puskesmas yang melaporkan cakupan MTBS di Dinas Kesehatan Kota Makassar , hanya 3 
puskesmas yang memenuhi standar input, proses dan output MTBS. Diharapkan Puskesmas di Kota 
Makassar lebih meningkatkan cakupan pelayanan balita sakit agar semua balita sakit yang berkunjung 
di puskesmas dapat ditangani dengan efektif dan efisien. 




IMCI is an integrated management childhood illness system at health centre in Makassar City 
but has not been able to achieve the goal, so the aims of this study to decribe the implementation of 
IMCI using a systems approach.This study used a mixed methodology design.  Population is 18 health 
centers  implemented IMCI in the region Makassar. Sample quantitative is 18 health centers into units 
of analysis using a questionnaire and qualitative sample is 4 informant and 3 key informants with in-
depth interviews . Quantitative sample used exhaustive sampling method and qualitative sample used 
purposive sampling method. Analysis of quantitative data used univariate analysis and qualitative 
data used Miles and Huberman model.The results of the input,process and output components 16.7%,. 
Aspects input showed have not been seen good results from the availability of human resources, 
facilities and funds that have not been prioritized by the clinic. Aspect of the process is not in 
accordance with IMCI guidelines set by the Ministry of Health. Output aspect not yet eligible to use 
IMCI at least 60% of the number of visits a sick toddler in health center.18 health centers that 
reported coverage of IMCI in Makassar Health Department, there is 3 health centers that congruent 
with the standard input, process and output IMCI so health center in Makassar further improve the 
coverage of sick toddler  that all who visit the clinic can be dealt with effectively and efficiently. 




Pendekatan program perawatan balita sakit di negara-negara berkembang yang digunakan 
sebelum tahun 1994 adalah program intervensi secara terpisah untuk masing-masing penyakit 
(WHO, 2005). Kelemahan pendekatan inilah yang menginisiasi WHO pada tahun 1994 
mengembangkan suatu paket yang memadukan pelayanan terhadap balita sakit dengan cara 
memadukan intervensi yang terpisah tersebut menjadi satu paket tunggal yang disebut 
Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) (UNICEF, 2001). 
Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan MTBS sejak 
tahun 1997. Sejak itu penerapan MTBS di Indonesia berkembang secara bertahap dan up-date 
buku bagan MTBS dilakukan secara berkala sesuai perkembangan program kesehatan di 
Departemen Kesehatan dan ilmu kesehatan anak melalui IDAI. Up-date buku bagan MTBS 
direvisi terakhir kali oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 2008 (Dirjen Bina Kesehatan 
Anak, 2012). 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan 
pelayanan MTBS di puskesmas, namun cakupan pelayanan MTBS cenderung bervariasi di 
setiap daerah. Dalam hal ini Depkes RI mengupayakan strategi pelayanan MTBS secara 
komprehensif. Dalam upaya tersebut mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, peningkatan manajemen pelayanan dan evaluasi cakupan MTBS termasuk supervisi 
yang dilakukan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan (Hanafiah, 2008). 
Menurut data laporan rutin yang dihimpun dari dinas kesehatan provinsi seluruh Indonesia 
melalui Pertemuan Nasional Program Kesehatan Anak tahun 2010, jumlah puskesmas yang 
melaksanakan MTBS hingga akhir tahun 2009 sebesar 51,55% . Puskesmas dikatakan sudah 
menerapkan MTBS bila memenuhi kriteria sudah melaksanakan (melakukan pendekatan 
memakai MTBS) pada minimal 60% dari jumlah kunjungan balita sakit di Puskesmas tersebut 
(Dirjen Bina Kesehatan Anak, 2012). Pelatihan MTBS di Kota Makassar terakhir kali 
dilakukan pada tahun 2010 dengan 6 puskesmas yang mengikuti pelatihan tersebut (Dinkes 
Kota Makassar, 2013). 
Program MTBS di Kota Makassar adalah salah satu pendekatan  yang dibuat untuk 
mengatasi masalah ini, namun dalam perjalanannya belum dapat mencapai tujuannya 
sehingga program ini perlu diteliti untuk mengetahui pelaksanaannya di Puskesmas Kota 
Makassar. Pelaksanaan MTBS merupakan sistem manajemen yang terdiri dari berbagai 
komponen seperti input, proses manajemen kasus dan output MTBS, yang secara keseluruhan 




BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di 18 puskesmas yang terdapat cakupan MTBS di Dinas 
Kesehatan Kota Makassar. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2013 
sampai 16 Februari 2013. Populasi penelitian ini adalah puskesmas di Kota Makassar yang 
melaporkan kegiatan MTBS sebanyak 18 puskesmas. Besar sampel adalah 18 puskesmas 
sebagai unit analisis dan sebanyak 4 orang petugas dari sampel telah diwawancarai secara 
mendalam sebagai informan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 3 
orang, yaitu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kota Makassar, Kepala Puskesmas 
Bara-Baraya dan Kepala Puskesmas Maradekaya. 
Penelitian ini menggunakan rancangan mixed methodology. Pengumpulan data dilakukan 
dengan dua metode yakni data primer dikumpulkan melalui kuisioner untuk data kuantitatif 
dengan wawancara langsung petugas puskesmas yang menangani balita sakit sebanyak 18 
orang. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada informan dan 
informan kunci dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder diperoleh dari 
administrasi puskesmas mengenai hasil pencatatan dan pelaporan MTBS dan Dinas 
Kesehatan Kota Makassar mengenai cakupan MTBS. Pengolahan data kuantitatif melalui 
program SPSS serta analisis data kuantitatif dilakukan analisis univariat dan analisis data 




Tabel 1 menunjukkan bahwa petugas yang menangani balita sakit di puskesmas Kota 
Makassar, sebagian besar petugas  di  kelompok umur 31-38 tahun sebesar 38,9% , jenis 
kelamin perempuan sebesar 94,4%, pendidikan terakhir S1 Kesehatan sebesar 50,0% dan 
tugas pokok dokter dan perawat sebesar 27,8%.  
Komponen Input 
Sumber daya manusia  
Kriteria SDM MTBS dilihat dari keberadaan ketua tim MTBS dan keikutsertaan dalam 
pelatihan MTBS. Tabel 3 menunjukkan sebagian besar tidak memiliki ketua tim MTBS 
sebesar 15 puskesmas (83,3%). Hasil tersebut sejalan dengan penuturan salah satu informan, 
beliau menyatakan bahwa : 
“Tidak ada yang namanya ketua tim MTBS disini, kalau pengelola datanya memang ada 
di bagian gizi.” 




Keberadaan ketua tim MTBS sebesar 3 puskesmas (16,7%) yakni di Puskesmas Kassi-Kassi, 
Puskesmas Bara-Baraya, dan Puskesmas Sudiang Raya. 
Sebagian besar petugas tidak mengikuti pelatihan MTBS sebesar 13 puskesmas (72,2%). 
Hal tersebut sejalan dengan penuturan salah satu informan, beliau menyatakan bahwa : 
“ Belum pernah , kalau ada pelatihannya saya berharap bisa ikut ” 
(Fa, 5 Februari 2013) 
 
Pelatihan MTBS telah diikuti oleh petugas di 5 puskesmas (27,8%) yakni di Puskesmas 
Kassi-Kassi, Puskesmas Bara-Baraya, Puskesmas Sudiang Raya, Puskesmas Makkasau, dan 
Puskesmas Jongaya. 
Kriteria SDM MTBS yang meliputi keberadaan ketua tim MTBS dan keikutsertaan 
petugas dalam pelatihan MTBS, sebagian besar memiliki kriteria kurang sebesar 15 
puskesmas (83,3%). Untuk kategori baik ada 3 puskesmas yakni Puskesmas Bara-Baraya, 
Puskesmas Kassi-Kassi, dan Puskesmas Sudiang Raya. 
Sarana penunjang 
Tabel 4 menunjukkan diantara 18 puskesmas sebagian besar tidak memiliki peralatan 
yang dibutuhkan untuk menerapkan MTBS di puskesmasnya. Hal ini sejalan dengan 
penuturan salah satu informan , beliau menyatakan bahwa : 
“Ko bisa lihat mi toh nda ada klinik khususnya jadi memang nda ada peralatan untuk 
itu.” 
(Yu, 29 Januari 2013) 
 
Kriteria peralatan MTBS yang meliputi 19 jenis peralatan yang terdapat dalam Modul 7 
MTBS, sebagian besar memiliki kriteria kurang sebesar 15 puskesmas (83,3%). Terdapat 3 
puskesmas yang memiliki peralatan MTBS berfungsi dengan baik yakni Puskesmas Bara-
Baraya, Puskesmas Kassi-Kassi, dan Puskesmas Sudiang Raya. 
Dana  
MTBS merupakan keterpaduan dari berbagai program, sehingga pembiayaan kesehatan 
yang menyangkut program MTBS tidak ada secara khusus. Dinas Kesehatan Kota Makassar 
menganggarkan ke APBD untuk masing-masing program tersebut. Hal ini sejalan dengan 
penuturan salah satu informan kunci yang mengatakan bahwa : 
“MTBS ini kan gabungan dari berbagai program yang memang sudah ada di puskesmas 
sehingga dalam hal dana, dinkes hanya menganggarkan program yang bersangkutan seperti 
contohnya imunisasi ke APBD” 





Pemberian dana untuk kegiatan program MTBS ditingkat puskesmas dialokasikan untuk 
kegiatan dalam klinik seperti pengadaan formulir. Tidak ada dana dalam hal perbaikan 
fasilitas dan insentif petugas. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara salah satu 
informan  sebagai berikut : 
 “Untuk kebutuhan MTBS biasanya kita per bulan kita buat semacam permintaan yang 
dibutuhkan , sekian fotokopi untuk formulirnya kemudian puskesmas acc kasih keluar 
dananya ” 
(Yl, 5 Februari 2013) 
 
Komponen Proses 
Proses MTBS dilaksanakan secara bertahap berdasarkan langkah-langkah yang tercantum 
dalam buku bagan MTBS. Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar tidak menggunakan 
pendekatan MTBS dalam melaksanakan langkah-langkah proses manajemen kasus balita sakit 
sebesar 15 puskesmas (83,3%). Sehingga puskesmas di Kota Makassar masih memiliki 
kriteria kurang dalam hal penerapan MTBS di puskesmas.  
Hasil tersebut sejalan dengan hasil wawancara mendalam informan dan informan kunci 
sebagai berikut : 
“Lihat saja pasien ratusan, dengan tenaga yang  dokter umum Cuma 2. Pasien seratus 
lebih perhari, nda sanggup kita kalau kita mau sesuaikan dengan MTBS, kita hanya pilah-
pilah yang mana yang urgent dan dampaknya negatif yang itu yg kita perbaiki.” 
(Sm, 29 Januari 2013) 
 
Hanya sebagian kecil puskemas yang menerapkan MTBS, pelaksanaan proses manajemen 
kasus MTBS sebesar 3 puskesmas (16,7%) yakni Puskesmas Bara-Baraya, Puskesmas Kassi-
Kassi, Puskesmas Sudiang Raya. Informasi ini dari hasil wawancara mendalam informan 
sebagai berikut : 
“Rata-rata balita mulai dari kartu loket langsung masuk ke klinik MTBS, pemeriksaan 
disana, klasifikasi penyakit, pemberian tindakan langsung . kalau ada perlu rujukan langsung 
di rujuk ke BP/ Dokter , kalau ada perlu rujukan segera maksudnya  langsung ke rumah sakit 
kayak kejang semacamnya atau dehidrasi berat langsung kasih rujukan ke rumah sakit nah 
setelah itu misalnya sudah ada tindakan yang dirujuk langsung ke obat dibuatkan resep ” 
(Yl, 5 Februari 2013) 
 
Komponen Output 
Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas di Kota Makassar tidak tercapai 
cakupan MTBS sebesar 15 puskesmas (83,3%). Dalam hal ini puskesmas di Kota Makassar 
masih memiliki kriteria kurang dalam hal pencapaian cakupan MTBS. Informasi tersebut 
sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu informan sebagai berikut : 
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“Mana mungkin ada cakupannya, prosesnya saja nda jalan. Kalau soal data MTBS yang 
masuk di dinkes saya tidak tahu ” 
(Yu, 29 Januari 2013) 
PEMBAHASAN 
Komponen Input 
Sumber daya manusia 
Salah satu faktor keberhasilan suatu program adalah tersedianya sumber daya manusia 
yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. SDM merupakan aset utama suatu 
organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. SDM 
yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak trampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan 
tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya (Sudarmayanti, 
2001).  
Sebagian besar puskesmas di Kota Makassar tidak memiliki ketua tim MTBS. Hal ini 
disebabkan ketua tim MTBS di beberapa puskesmas telah dimutasi, tidak adanya petugas 
yang ditunjuk oleh pimpinan puskesmas untuk menggantikan kedudukan ketua tim MTBS di 
puskesmas tersebut dan tidak terdapat petugas yang telah mengikuti pelatihan MTBS. 
Sebagian besar puskesmas yang tidak mempunyai ketua tim MTBS akhirnya tidak 
menerapkan MTBS di puskesmasnya dan walaupun masih ada petugas lain yang sudah 
mendapat pelatihan, petugas tersebut tidak berani mengambil tanggung jawab karena belum 
adanya komitmen dari pimpinan puskesmas untuk melanjutkan program ini.  
Pemeriksaan balita sakit ditangani oleh tim yang dipimpin oleh ketua tim MTBS yang 
berfungsi sebagai case manager. Pemilihan case manager oleh pimpinan puskesmas 
berdasarkan pertimbangan pernah mengikuti pelatihan dan sanggup untuk mengelola MTBS.  
Pelatihan MTBS di Kota Makassar terakhir kali dilakukan tahun 2010 dengan sesi 6 hari 
pelatihan bagi petugas kesehatan di puskesmas. Petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan 
meliputi dokter, perawat dan bidan dari 6 puskesmas yang ada di kota Makassar yakni 
Puskesmas Kassi-Kassi, Bara-Baraya, Makkasau, Kaluku Bodoa, Batua dan Tamamaung. 
Kompetensi yang diharapkan dari pelatihan MTBS adalah petugas kesehatan bisa 
melaksanakan proses manajemen kasus balita sakit di fasilitas pelayanan kesehatan. 
Kompetensi tentang pelatihan MTBS terhadap petugas kesehatan di Benin menunjukkan 
bahwa petugas kesehatan yang dilatih MTBS lebih baik dalam hal penanganan balita sakit 




Tidak sesuainya kriteria SDM MTBS puskesmas di Kota Makassar yang dilihat dari 
keberadaan ketua tim MTBS dan keikutsertaan petugas dalam pelatihan MTBS, akan 
berdampak pada kurangnya pelayanan balita sakit dengan menggunakan pendekatan MTBS. 
Tanpa dukungan  SDM yang menunjang, tidak akan bisa menciptakan pelayanan yang efektif 
dan efisien pada balita sakit. 
Peralatan 
Peralatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan suatu program dan dapat menunjang 
kelancaran suatu program. Fasilitas harus ada pada setiap puskesmas dan harus dalam kondisi 
yang baik (ukurannya pasti) atau tidak rusak, fasilitas harus ada pada setiap Puskesmas untuk 
membantu para petugas puskesmas melaksanakan kegiatannya
 
(Wibowo, 2008). 
Peralatan MTBS di Kota Makassar masih dalam kriteria kurang. Hal ini disebabkan 
karena tidak adanya anggaran puskesmas untuk menyediakan peralatan MTBS, belum adanya 
komitmen dari pimpinan puskesmas untuk mendukung program ini dan pergantian pimpinan 
puskesmas yang menyebabkan bergantinya prioritas program di puskesmas. 
Adanya keterbatasan peralatan juga mendukung penerapan MTBS tidak berjalan dengan 
baik. Dari hasil observasi, hanya satu puskesmas yang mempunyai ruangan khusus untuk 
MTBS yakni Puskesmas Sudiang Raya. Klinik MTBS merupakan ruang khusus untuk 
pelayanan balita sakit yang didalamnya terdapat peralatan yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan manajemen kasus balita sakit.  
Pada pelaksanaan perawatan anak sakit, penggunaan buku manual yang berupa buku 
bagan merupakan pedoman yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan 
tindakan dan pengobatan bagi anak sakit. Buku bagan juga berisi pedoman bagi petugas 
kesehatan untuk menyatukan berbagai pedoman yang terpisah untuk masing masing penyakit 
kedalam bentuk proses yang lebih komprehensif dan efisien dalam penanganan anak sakit. 
Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Brebes menyatakan 
bahwa petugas merasa kurang bimbingan dan pembinaan, sarana dan formulir kurang, tidak 
disediakan pojok oralit ataupun ruang konsultasi gizi khusus, petugas menyatakan ruang 
MTBS tidak ada sehingga alur pelayanan masih digabung dengan pelayanan ibu (Wibowo, 
2008). 
Pada pelaksanaan proses manajemen kasus MTBS penggunaan formulir dan pengisian 
secara lengkap sangat menentukan keberhasilan penerapan proses manajemen kasus dalam 
rangka menangani balita sakit dan bayi muda secara komprehensif di fasilitas pelayanan 
kesehatan dasar
 
(Depkes RI, 2008). 
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Pemberian kartu Nasehat ibu (KNI) pada saat konseling yang dilakukan oleh petugas. 
Namun petugas MTBS kurang perhatian pada pemberian lembar KNI ini. Petugas merasa 
adanya inefisiensi penggunaan lembar KNI karena kurangnya pemanfaatan lembar KNI oleh 
ibu balita . Hal ini dibenarkan oleh koordinator MTBS bahwa tidak diberikannya KNI kepada 
ibu balita saat mengikuti proses MTBS. 
Kurangnya fasilitas MTBS hampir semua wilayah Puskesmas Kota Makassar yang sesuai 
dengan standar fasilitas MTBS yang tercantum dalam Modul 7 MTBS, disebabkan oleh 
beberapa faktor salah satu diantaranya adalah kurangnya dukungan dari dinas kesehatan 
berupa bantuan peralatan dan belum adanya komitmen kepala puskesmas untuk mendukung 
penyediaan sarana MTBS. Kurangnya ketersediaan sarana akan menyebabkan minimnya 
pelayanan MTBS dan tidak akan ada cakupan MTBS. 
Dana 
Semakin besar dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki sebuah program, maka hasilnya 
pun akan semakin efektif, apabila dana yang diberikan digunakan seefisien mungkin, dan 
semakin kecilnya dana yang digunakan untuk sebuah program, maka program hanya akan 
berjalan lambat, dan hasilnya pun tidak akan efektif
 
(Wibowo, 2008). 
Dana yang mendukung Pelaksanaan MTBS di Puskesmas tidak ada secara khusus dari 
Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pihak dinas kesehatan sendiri berharap puskesmas masing-
masing yang menyediakan dana untuk pelaksanaannya. Secara umum, karena MTBS 
merupakan perpaduan dari berbagai program di puskesmas sehingga dananya berasal dari 
program yang bersangkutan. Program yang terpadu itu telah dianggarkan ke APBD Kota 
Makassar.  
Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa ada masalah pada 
ketersediaan dana untuk tahun 2008 di Kabupaten Brebes, berupa tidak ada ketersediaan dana 
di Puskesmas. Ketersediaan dana ini mempengaruhi alokasi keseragaman sumber dana untuk 
kegiatan MTBS, sebagian puskesmas menggunakan dana operasional / rutin untuk mencukupi 
kebutuhan pengadaan formulir dan kartu KNI (Wibowo, 2008). 
Sumber dana untuk kegiatan MTBS,  puskesmas menggunakan dana operasional atau 
rutin untuk mencukupi kebutuhan pengadaan formulir. Rata-rata puskesmas yang telah 
menerapkan MTBS telah menyediakan dana hanya untuk untuk pengadaan formulir MTBS. 
Selain itu, tidak ada dana untuk perbaikan fasilitas perbaikan MTBS sehingga apabila ada alat 
yang rusak langsung di pinjam dari ruangan lain misalnya Ruang Poli.  
Berdasarkan kriteria dana MTBS dilihat dari kecukupan dana dan kelancaran pemberian 
dana dalam kegiatan MTBS menunjukkan puskesmas di Kota Makassar masih dalam kriteria 
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kurang dalam hal dana MTBS. Kurangnya dana MTBS hampir semua wilayah Puskesmas 
Kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah kurangnya 
dukungan dari dinas kesehatan berupa bantuan dana khusus dan belum adanya komitmen 
kepala puskesmas untuk alokasi dana MTBS khusus dalam dana operasional puskesmas. 
Adanya keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh 
sebab itu, dengan dana yang minim atau bahkan tidak ada tersebut, para petugas tidak dapat 
menjalankan tugasnya  dalam menangani balita sakit menggunakan metode MTBS di wilayah 
puskesmas mereka. 
Komponen Proses 
Proses ini lebih memfokuskan pada aktivitas program MTBS. Hal-hal yang dilihat dari 
gambaran proses ini yaitu proses berjalannya program MTBS. Dalam proses manajemen 
kasus MTBS setelah menilai dan mengklasifikasikan penyakit anak, langkah selanjutnya 
adalah menentukan tindakan dan memberi pengobatan yang dibutuhkan. Pengobatan anak 
sakit dapat dimulai di klinik dan diteruskan dengan pengobatan lanjutan di rumah. Pada 
beberapa keadaan, anak yang sakit berat perlu dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih 




Sebagian besar puskesmas dalam menangani balita sakit masih menggunakan metode 
konvensional sehingga semua pasien yang datang ditangani secara umum tanpa melihat 
jenjang umurnya. Petugas mengungkapkan bahwa tidak ada waktu untuk menggunakan 
formulir MTBS karena banyak pasien dan kegiatan yang harus ditangani. Jika menggunakan 
formulir MTBS, waktu yang digunakan untuk melayani pasien tidak akan cukup, karena 1 
pasien memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Dengan demikian sebagian besar petugas tidak 
mematuhi prosedur dalam MTBS.  
Dalam pelaksanaannya, penggunaan MTBS belum berjalan secara efektif. Kondisi 
tersebut dialami oleh sebagian besar puskesmas di Kota Makassar, karena berbagai kendala 
antara lain terbatasnya jumlah tenaga yang dilatih MTBS, perpindahan tenaga yang sudah 
dilatih, kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung. Dari seluruh puskesmas di Kota 
Makassar, puskesmas yang telah melaporkan cakupan MTBS hingga akhir 2012 sebesar 
47,36%. Kriteria melaksanakan bila dalam menangani balita sakit minimal 60% dari jumlah 
kunjungan balita sakit menggunakan modul MTBS. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Kupang 
menunjukkan bahwa proses manajemen kasus MTBS tidak sesuai dengan langkah-langkah 
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yang terdapat dalam buku bagan MTBS. Hal ini terjadi karena belum optimalnya kesediaan 
sarana dan prasarana, pelatihan, monitoring dan evaluasi MTBS (Soge dkk, 2009). 
Secara garis besar bagi 3 puskesmas yang menerapkan MTBS di Kota Makassar, alur 
pelayanannya adalah setelah mendaftar di loket, pasien balita sakit dibawakan kartu status dan 
formulir pencatatan MTBS. Ini yang membedakan yang tanpa MTBS di mana formulir 
MTBS tidak disertakan. Pasien kemudian menuju ruang MTBS untuk diperiksa oleh petugas. 
Pemeriksaan dimulai dengan melakukan penilaian yang dilanjutkan dengan pembuatan 
klasifikasi yang diikuti dengan pemberian tindakan. Konseling menjadi langkah selanjutnya 
dan menjadi bagian tak terpisah dari alur MTBS. Ketua tim menentukan konseling apa yang 
diperlukan saat pemeriksaan., misalnya perlu diberikan konseling kesehatan lingkungan, gizi, 
atau imunisasi dan juga berhak meminta petugas yang bersangkutan untuk melakukan 
konseling. Setelah konseling selesai maka pasien disuruh kembali ke ketua tim untuk 
diberikan konseling mengenai cara perawatan anak di rumah. 
Menilai dan membuat klasifikasi penyakit dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara 
dengan memeriksa tanda bahaya umum. Tanda bahaya umum dapat terjadi pada penyakit 
apapun dan tidak dapat membantu menentukan jenis penyakit secara spesifik. Hanya dengan 
satu tanda bahaya umum saja, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penyakit itu berat, 
sehingga sebelum melakukan penilaian    setiap penyakit, penting memeriksa beberapa tanda 
bahaya umum seperti tidak bisa minum, muntahkan semuanya, kejang, serta tidak sadar. 
Setelah beberapa tahap kegiatan diatas, kemudian dilakukan kegiatan untuk   menentukan 
jenis tindakan atau pengobatan yang perlu dilakukan. Tindakan ini berarti menentukan 
tindakan dan memberi pengobatan yang sesuai. Untuk menentukan tindakan atau pengobatan 
bagi penyakit anak maka kolom tindakan harus dilengkapi mulai dari penilaian, tanda atau 
gejala, klasifikasi dan tindakan yang akan dilakukan. Langkahnya adalah merujuk anak, 
memberikan obat yang sesuai, mengajari ibu cara memberikan obat di rumah, mengajari ibu 
cara mengobati infeksi lokal di rumah, nasehat perawatan di rumah tanpa obat dan 
meningkatkan kesehatan anak. 
Kemudian pelayanan pada balita yang datang untuk tindak lanjut menggunakan kotak-
kotak yang sesuai klasifikasi anak sebelumnya. Jika anak mempunyai masalah baru lakukan 
penilaian, klasifikasi dan tindakan terhadap masalah baru tersebut seperti pada bagan 
penilaian dan klasifikasi.Keterpaduan pelayanan yang dilakukan praktik MTBS menunjukan 
suatu kerja tim yang kompak dan fleksibel dengan dipandu buku panduan atau formulir 





Cakupan pelayanan MTBS umur 2 bulan sampai 5 tahun adalah presentase anak sakit 
umur 2 bulan sampai 5 tahun yang memperoleh pelayanan sesuai standar MTBS dari jumlah 
kunjungan anak balita sakit di puskesmas tersebut. Jumlah anak balita sakit yang mendapat 
pelayanan standar diperoleh dari format pencatatan dan pelaporan MTBS. 
Sebagian besar puskesmas tidak mencapai cakupan MTBS yakni tidak memenuhi kriteria 
sudah melakukan pendekatan memakai MTBS pada minimal 60%  dari jumlah kunjungan 
balita sakit di puskesmas tersebut. Hal ini terjadi karena puskesmas tersebut tidak 
menjalankan MTBS untuk menangani balita sakit. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan tentang evaluasi 
program MTBS Pneumonia di Puskesmas Kota Kupang menunjukkan bahwa hasil output 
pada program ini belum mencapai tujuan dan sasaran dari program MTBS Pneumonia 
(Boymau dkk, 2008). 
Ketidaksesuaian antara laporan PWS-KIA Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan 
penerapan MTBS di 18 puskesmas terlihat bahwa lemahnya fungsi pengorganisasian dan 
koordinasi pelaporan kegiatan penerapan MTBS Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar. Kesalahan selanjutnya adalah formula cakupan MTBS. Dari laporan terlihat bahwa 
cakupan MTBS berasal persentase dari jumlah balita sakit yang datang ke puskesmas dibagi 
jumlah sasaran balita pada tahun tersebut. Padahal, cakupan MTBS seharusnya diperoleh dari 
persentase jumlah balita sakit yang ditangani memakai pendekatan MTBS dibagi jumlah 
kunjungan balita sakit di puskesmas tersebut. 
Ketidaksesuaian dan kesalahan ini bisa berakibat fatal dalam hal pelaporan ke jenjang 
yang lebih tinggi sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam menyusun laporan ke 
pusat yang menganggap puskesmas yang telah masuk laporan cakupan MTBS telah 
melaksanakan MTBS padahal kenyataannya tidak dilaksanakan.  
 
KESIMPULAN  
Sebagian besar puskesmas di Kota Makassar yang menerapkan MTBS belum 
memenuhi standar MTBS dari sisi input, proses dan output. Aspek input menunjukkan hasil 
yang belum baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator SDM berkompeten, sarana yang 
diperlukan untuk pelayanan terhadap balita sakit, dan dana khusus puskesmas di Kota 
Makassar untuk menunjang pelaksanaaan program yang belum diprioritaskan oleh 
puskesmas. Aspek proses belum sesuai dengan pedoman MTBS yang telah ditetapkan oleh 
Kementrian Kesehatan terutama dalam hal proses manajemen kasus balita sakit. Sebagian 
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besar puskesmas di Kota Makassar masih menggunakan metode konvensional dalam 
penanganan balita sakit. Aspek output belum memenuhi kriteria menggunakan MTBS pada 
minimal 60% dari jumlah kunjungan balita sakit di puskesmas. Kurangnya pencapaian 
cakupan MTBS puskesmas di Kota Makassar disebabkan sebagian besar puskesmas tidak 
menerapkan MTBS untuk menangani balita sakit. 
 
SARAN  
Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) petugas kesehatan melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan 
penanganan balita sakit sehingga semua balita sakit yang berkunjung di puskesmas dapat 
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Tabel 1. Karakteristik Responden Petugas yang Menangani Balita Sakit Puskesmas  
   di Kota Makassar Tahun 2012 
Karakteristik  n % 






























































Tabel 2. Distribusi SDM MTBS  Puskesmas di Kota Makassar Tahun 2012 
SDM MTBS n  % 





















                                           Sumber : Data Primer, 2013 
 
Tabel 3. Distribusi Peralatan MTBS Puskesmas di Kota Makassar Tahun 2012 
Sarana MTBS 
Ada Tidak Ada Total 
n % n % n % 
Modul MTBS 5 27,8 13 72,2 18 100 
Timer ISPA 3 16,7 15 83,3 18 100 
Tensimeter 3 16,7 15 83,3 18 100 
Gelas, Sendok dan Teko 3 16,7 15 83,3 18 100 
Infuse Set 3 16,7 15 88,3 18 100 
Jarum Suntik 3 16,7 15 83,3 18 100 
Timbangan Bayi 3 16,7 15 83,3 18 100 
Termometer 3 16,7 15 83,3 18 100 
Kasa/Kapas 3 16,7 15 83,3 18 100 
Pipa lambung 3 16,7 15 83,3 18 100 
Alat penumbuk obat 3 16,7 15 83,3 18 100 
Alat penghisap lendir 3 16,7 15 83,3 18 100 
Formulir MTBS 3 16,7 15 83,3 18 100 
Kartu Nasihat Ibu 3 16,7 15 83,3 18 100 
                 Sumber : Data Primer, 2013 
 
Tabel 4. Distribusi Kriteria Proses dan Cakupan MTBS Puskesmas di Kota Makassar             
Tahun 2012 
Kriteria n % 
Proses MTBS   
     Baik 3 16,7 
     Kurang 15 83,3 
Cakupan MTBS   
    Baik 3 16,7 
    Kurang 15 83,3 
                    Sumber : Data Primer, 2013 
